
Hubungan kita dengan bumi, alam dan dengan satu sama lain telah dikenal dan 

ditumbuhkan melalui tradisi agama dan spiritual sepanjang masa. Akan tetapi bagi 

masyarakat adat, yang menjadikan hutan sebagai rumahnya, memiliki hubungan sangat 

dekat dengan hutan tropis, dan loyalitas tinggi terhadap hutan tropis yang membentuk 

pengetahuan mengenai alam semesta (kosmologi), budaya, dan kehidupan spiritual 

mereka; Hubungan yang sangat dekat tersebut merupakan modal berharga bagi 

masyarakat adat sebagai penghuni hutan untuk melindungi hutan melalui pengakuan 

sebagai bagian dari masyarakat hutan adat secara umum. 

Masyarakat adat memandang komunitas hutan meliputi keagamaan dan bumi serta 

isinya, hewan, dan alam roh. Pandangan terhadap dunia yang bersifat holistik tersebut 

disebut cosmovision, merupakan penjabaran perlindungan hutan oleh masyarakat adat 

FAKTA-FAKTA PENTING

 � Meskipun populasi masyarakat adat kurang dari 5 persen 

populasi dunia, mereka mengelola lebih dari 80 persen 

keanekaragaman hayati global di kawasan mereka.

 � Praktik pengelolaan lahan masyarakat adat, pengetahuan 

lokal dan tradisional mereka, serta hubungan spiritual 

mereka dengan hutan menjadi dasar perlindungan hutan 

tropis yang efektif dan berkelanjutan.

 � Masyarakat adat memiliki kontribusi penting dalam menjaga 

iklim bumi, restorasi hutan, keanekaragaman hayati, dan 

tujuan pembangunan berkelanjutan.

 � Pada banyak bagian dunia, masyarakat adat menghadapi 

ancaman besar dalam mempertahankan hutannya 

dari serbuan industri, seperti minyak, pertambangan, 

penebangan dan agribisnis.

MASYARAKAT ADAT 
PELINDUNG HUTAN

RIWAYAT PELINDUNG HUTAN

Pesan bagi pemimpin agama dan masyarakat beragama
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yang sudah berlangsung lama. Pandangan dunia yang mencakup ekologis dan spiritual 

tersebut sangat penting bagi seluruh umat manusia, namun pandangan ini tersinglir 

termasuk masyarakat adat itu sendiri.

Tentu saja, masyarakat dunia, termasuk masyarakat berbagai agama, perlu banyak 

belajar dari masyarakat adat mengenai kehidupan dan hubungannya dengan alam 

semesta, suatu pengalaman yang sangat penting bagi masa depan alam dan 

umat manusia. Budaya masyarakat adat yang sangat dekat dan peduli terhadap 

alam merupakan sumber kearifan spiritual yang sangat kaya, sebuah kebenaran 

dan kewajiban yang ditekan pada agama lain dengan kedalaman yang berbeda. 

Mengingat banyak kearifan masyarakat adat untuk manusia dan pemulihan ikatan 

hubungan manusia dengan bumi, kita harus bijak agar secara saksama mendengar 

dan menghormati serta belajar dari masyarakat adat penghuni hutan. Sebagai orang 

beragama, kita juga mempunyai kewajiban bersama untuk mereka dalam membela 

hak-hak dan kehidupannya.

FAKTA-FAKTA UTAMA

 � Masyarakat adat dan komunitas hutan tidak memiliki hak hukum untuk hampir tiga 

perempat dari tanah tradisional mereka. Namun bila hak atas tanah adat diakui, 

seringkali hak tersebut tidak ditegakkan dengan baik.

 � Perlindungan hukum yang lemah terhadap masyarakat adat bukan hanya semata 

persoalan hak atas tanah, tetapi juga persoalan terhadap konservasi dan perubahan 

iklim.

 � Mengamankan hak-hak adat adalah cara yang hemat biaya untuk melindungi hutan 

tropis dalam menghadapi perubahan iklim.

 � Studi menunjukkan bahwa ketika hak tanah masyarakat adat diakui dan dilindungi 

secara hukum oleh pemerintah, percepatan penggundulan hutan (deforestasi) dan 

emisi karbon dioksida dapat dikurangi secara signifikan.

 � Pada tahun 2018 saja, 164 pembela lingkungan terbunuh melindungi tanah, wilayah 

dan hutan mereka dari kehancuran, sejumlah besar mereka adalah penduduk asli.
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Sekitar 370 juta orang - 5 persen penduduk dunia - terdiri dari 5.000 

masyarakat adat dunia.1,2 Dari jumlah tersebut, kira-kira 200 juta masyarakat 

adat tinggal di atau dekat dengan hutan tropis yang mereka lindungi dan kelola 

dari generasi ke generasi.3 Jumlah tersebut juga mencakup lebih dari 100 suku 

yang belum terjamah yang masih hidup terasing dari masyarakat umum.2,4 

Meskipun berjumlah hanya beberapa persen dari penduduk dunia, masyarakat 

adat melindungi hampir 80 persen keanekaragaman hayati dunia, sebagai 

wilayah dan tanahnya sekaligus merupakan wilayah dengan keanekaragaman 

hayati penting.4 Hal tersebut bukanlah kebetulan: penelitian demi penelitian 

menunjukkan bahwa masyarakat adat merupakan pelindung keanekaragaman 

hayati terbaik di dunia. 

Pengertian alam semesta (cosmovision) merupakan pengertian kebenaran 

umum; para sesepuh adat memainkan peran sentral dalam menyebarkan 

kebenaran spiritual ini di komunitas mereka. Cara masyarakat adat melihat 

dan bertindak tidak terpisahkan, baik pengobatan, pendidikan, tata kelola, 

dan sebagainya, tetapi dipahami sebagai satu keseluruhan yang interaktif, 

beberapa orang menyebutnya sebagai jalan hidup. Pendekatan interaktif dan 

sangat dekat dengan kehidupan hutan secara unik menempatkan masyarakat 

adat sebagai pemimpin dalam konservasi hutan tropis di seluruh dunia.5-7 Oleh 

karenanya mereka tetap bertahan meskipun menghadapi marjinalisasi dan 

penindasan selama berabad-abad.

MASYARAKAT ADAT DAN  HUTAN  TROP IS 
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HAK-HAK MASYARAKAT ADAT 

Deklarasi PBB tentang hak-hak Masyarakat Adat,9 Konvensi Organisasi Perburuhan 

Internasional (ILO) 16910 dan berbagai instrumen internasional lainnya menjamin 

berbagai hak masyarakat adat. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk memiliki, 

menggunakan, dan mengendalikan tanah mereka serta sumber daya alam; dan 

hak atas Free, Prior and Informed Consent (FPIC), yang memungkinkan masyarakat 

adat “untuk memberi atau tidak memberi ijin terhadap suatu proyek yang dapat 

berdampak terhadap mereka atau wilayah mereka.”9,10 

Hak penguasaan hutan masyarakat adat - sebuah konsep yang mencakup 

kepemilikan hutan dan hak untuk hidup di hutan dan pemanfaatan hutan -  

mulai memperoleh pengakuan legal pada akhir 1980-an, yang didorong oleh 

perjanjian internasional, tekanan politik, dan kepentingan komunitas lingkungan 

hidup dan pembangunan.11,12 Semenjak itu, kecenderungan terhadap pengakuan 

hak-hak kepemilikan hutan masyarakat adat telah mengalami pasang surut, 

dengan meningkatnya pengakuan atas hak penguasaan hutan dan tanah yang 

mencolok sejak 2013.12 Peningkatan kecil mencakup 10 juta hektar kepemilikan 

tanah masyarakat adat dan masyarakat di Kolombia dan Brazil, dan penunjukan 

resmi sejumlah 6 juta hektar hutan nasional untuk dimanfaatkan oleh  

masyarakat adat di empat negara Amerika Latin, termasuk Brazil dan Peru.12 

Pada 2017, masyarakat adat dan masyarakat setempat memiliki sekitar 447 juta 

hektar hutan, dan telah mempunyai hak untuk memanfaatkan, mengakses, dan 

beberapa hak pengelolaan atas 80 juta hektar tambahan.12 

Masyarakat 
adat memiliki 
kontribusi penting 
dalam pencapaian 
iklim global, 
restorasi hutan, 
keanekaragaman 
hayati, dan tujuan 
pembangunan 
berkelanjutan.
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Kesenjangan hak atas tanah  
bagi masyarakat adat merupakan 
persoalan lingkungan dan persoalan 
keadilan sosial.
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Konsentrasi terbesar kepemilikan atau pengelolaan hutan adat ditemukan di 

Amerika Latin.12 Meskipun adanya keberhasilan tersebut, masih ada kesenjangan 

lebar antar tanah adat yang diakui secara hukum dengan wilayah yang diklaim 

oleh masyarakat adat berdasarkan hak untuk menghuni dan hak ulayat historis 

mereka.11-13 Hak ulayat merupakan hak tradisional yang telah berkembang bertahap 

dalam waktu lama dan ditetapkan melalui konsensus masyarakat tentang 

penggunaan lahan.

Pemerintah sedunia secara resmi mengakui hak-hak adat terhadap kurang 

lebih seperempat daratan dunia.14 Akan tetapi, meskipun masyarakat adat atau 

masyarakat setempat diberi hak formal atas tanah, hak tersebut sering tidak 

dijalankan dan dilanggar, sehingga mereka dan tanah mereka rentan terhadap 

kepentingan orang lain dan terhadap bencana lingkungan.12,15–17 Perlindungan 

hukum yang lemah terhadap masyarakat adat dan masyarakat hutan bukan  

hanya semata persoalan hak atas tanah, tetapi juga persoalan mengenai  

konservasi dan perubahan iklim. 

Source: Rights and Resources Initiative. 2018. At a Crossroads: Consequential 
Trends in Recognition of Community-Based Forest Tenure from 2002-2017.

%
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Masyarakat adat terdiri dari berbagai macam keyakinan, penerapan budaya dan 

praktik spiritual, bahasa, sistem kekeluargaan, dan pengetahuan tradisional. 

Sifat umum atas keragaman ini mencerminkan hubungan yang mendalam 

dan sangat dekat dengan tanah yang mereka tempati serta sumber dayanya.18 

Hutan berperan sangat penting baik untuk penghidupan, sama halnya dengan 

spiritual dan budaya mereka. Hutan memberikan ikan, pangan, dan binatang 

buruan; menyediakan bahan-bahan untuk tempat berlindung, peralatan, 

kerajinan, objek upacara, dan pengobatan tradisional; serta berfungsi sebagai 

sumber inspirasi artistik dan spiritual.1 Timbal baliknya, keyakinan dan praktik 

adat mereka inilah yang membantu melestarikan hutan, keanekaragaman 

hayati, dan jasa ekosistemnya.19–21 Masyarakat adat, misalnya, menciptakan 

cagar alam secara efektif di sekitar kawasan yang disakralkan dengan cara 

membatasi perburuan.1,5,22,23 Sesungguhnya, masyarakat adat memperlihatkan 

kebiasaannya sebagai pelaku konservasi, serta pemanfaatan dan mata 

pencarian. Dengan begitu, mereka mengamati pemanfaatan sumber daya yang 

menopang kehidupan mereka karena kepeduliannya terhadap hutan itu sendiri 

sebagai bagian dari jaringan keluarga besar, sehingga membantu perkembangan 

dalam praktik pengelolaan berkelanjutan, yang semakin baik bila penguasaan 

hutan secara legal diberikan dan ditegakkan.21,24

Hak atas tanah untuk masyarakat adat dikaitkan dengan pengurangan 

signifikan dalam penggundulan hutan bila dibandingkan dengan hutan tanpa 

kepemilikan terdaftar.20,21,25-27 Di Amazon Peru, pengakuan hukum atas hak-

hak masyarakat adat dan lokal terkait dengan pengurangan desforestasi 

sebesar 81 persen tahun setelah sertifikasi, dan pengurangan 56 persen pada 

tahun kedua.21 Tingkat penggunduan hutan di hutan asli di Amazon Brazil 

ADAT IST IADAT DAN  KONSERVAS I  HUTAN  TROP IS
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berada di bawah 1 persen, dibandingkan dengan 7 persen di luar wilayah ini.1 

Hasil penelitian jelas: ketika hak-hak tanah masyarakat adat dan komunitas 

hutan tidak diakui atau tidak ditegakkan, hutan rentan terhadap deforestasi. 

Memberikan hak hutan secara hukum untuk masyarakat adat dan perlindungan 

kuat pemerintah atas hak-hak tersebut, akan menurunkan tingkat kerusakan 

hutan. Menjaga hak-hak dan wilayah masyarakat adat merupakan strategi 

hemat biaya dalam melindungi hutan tropis. Penelitian terbaru memperkirakan 

bahwa manfaat bersih dari pengamanan terhadap penguasaan hutan adat 

berkisar antara 4.800 Dolar AS dan 10.700 Dolar AS per hektar pada beberapa 

negara di Amerika Selatan.21

ANGKA DEFORESTASI DI LAHAN YANG DIAKUI SECARA LEGAL 2-3 KALI LEBIH KECIL DIBANDINGKAN DENGAN ANGKA  

DEFORESTASI DI WILAYAH-WILAYAH YANG SAMA YANG BELUM TEREGISTRASIKAN UNTUK MASYARAKAT ADAT

ANGKA RATA-RATA  
PER TAHUN, 

2000-2012
0.43%

0.15% 0.15%

0.06% 0.08%
0.04%

0%

0.5%

BOLIVIA BRAZIL COLOMBIA

2.8x LEBIH RENDAH

2.5x LEBIH RENDAH

2x LEBIH RENDAH

Source: World Resources Institute. 2016. Why Invest In Indigenous Lands? https://www.wri.org/resources/data-
visualizations/why-invest-indigenous-land.

DI DALAM

DI LUAR



Populasi masyarakat adat kurang dari 
5 persen dari populasi dunia tetapi 
mereka mengelola lebih dari 80 persen 
keanekaragaman hayati global.
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Dengan mengelola sejumlah besar hutan tropis dunia secara berkelanjutan 

dan mencegah hilang dan rusaknya hutan, masyarakat adat dan masyarakat 

hutan mempunyai peran yang sangat dominan, namun perannya belum 

diketahui secara luas dalam mitigasi perubahan iklim global. Memperkuat 

hak masyarakat adat atas hutan akan diperoleh hutan yang lebih sehat dalam 

menyimpan lebih banyak karbon, sehingga mengurangi tekanan terhadap iklim. 

Tanah yang dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat adat memberikan 

perbedaan terukur dalam menghadapi perubahan iklim. Penelitian pada 2015 

menunjukan bahwa wilayah adat di Amazon Basin, Mesoamerica, Republik 

Demokratik Kongo dan Indonesia menyimpan kurang lebih seperlima dari 

karbon yang disimpan di tanah hutan tropis.29 Di Amazon Brasil, hutan 

masyarakat adat mengandung lebih dari sepertiga karbon per hektar 

dibandingkan dengan hutan lainnya karena pengelolaan dan konservasi adat.19 

Antara tahun 2000 dan 2012, emisi terkait penggundulan hutan di seluruh 

Amazon Brazil besarnya 27 kali lebih tinggi di luar tanah adat daripada di  

dalam tanah adat.19 

Akan tetapi, tanah adat yang sangat efektif menopang hutan yang sehat serta 

menyimpan karbon tersebut juga sangat rentan dan sering tumpang tindih 

dengan wilayah yang terancam dari penggundulan hutan.20 Meskipun tanah 

adat berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dan menjaga jasa 

ekosistem untuk kepentingan umat manusia, pemerintah terus kehilangan 

kesempatan penting dalam menanggulangi perubahan iklim dengan 

memperkuat dan menerapkan hak-hak masyarakat adat. Hubungan kuat 

antara hak masyarakat adat dengan mitigasi perubahan iklim sering diabaikan, 

sehingga akan  mengancam diri kita. 

MANFAAT IKL IM  DAR I  HUTAN  ALAM
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Hubungan  
kuat antara hak 
masyarakat adat 
dengan mitigasi 
perubahan iklim 
sering diabaikan, 
sehingga akan 
mengancam  
diri kita.
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Source: World Resources Institute. 2016. Climate Benefits, Tenure Costs: The 
Economic Case for Securing Indigenous Land Rights in the Amazon. (p.60).
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Di seluruh dunia, masyarakat adat, masyarakat hutan, dan pegiat lingkungan 

menghadapi risiko berbahaya karena melindungi hutan dari kehancuran dan 

kerusakan.12,31,32 Banyak di antara mereka diancam secara fisik, diserang, 

dipenjarakan, dan bahkan dibunuh karena melindungi ekosistem yang sangat 

penting bagi seluruh umat manusia.16 Menurut Global Witness, sebuah LSM 

internasional yang bergerak di bidang pelanggaran lingkungan dan HAM, hampir 

1.000 pembela lingkungan telah terbunuh sejak 2010.16,31 Data sejak tahun 

2015 itu menunjukkan bahwa fenomena tersebut meluas dengan cepat dan 

mengkhawatirkan.16,31 Pada 2017, setidaknya 4 orang terbunuh setiap minggu 

di 22 negara karena melindungi tanah mereka dari industri pertambangan dan 

agrobisnis.31 Jumlah yang sama juga dilaporkan pada 2016, sehingga dua tahun 

tersebut menjadi tahun terburuk dalam catatan pembunuhan terhadap  

pegiat lingkungan.16,31

Data tersebut juga menunjukkan bahwa sejumlah korban berasal dari 

masyarakat adat. Pada 2016, kurang lebih 40 persen korban adalah masyarakat 

adat, jumlah yang sangat tidak sebanding dengan proporsi mereka terhadap 

jumlah penduduk dunia.16 Antara 2016 dan 2017, tercatat hampir dua pertiga 

pembunuhan terhadap pembela lingkungan terjadi di Amerika Latin.34 Brazil 

melaporkan angka pembunuhan tertinggi, akan tetapi kematian para pegiat 

lingkungan juga meningkat di Kolombia setelah penandatanganan Perjanjian 

Perdamaian di sana.16 Baru-baru ini, polisi penjaga hutan telah menjadi target 

ancaman di Republik Demokratik Congo.16

Masyarakat adat yang tinggal jauh di dalam hutan dengan atau tanpa 

hubungan dengan orang luar menghadapi ancaman lainnya. Ketika mereka 

berhubungan dengan para penebang kayu, penambang, atau kelompok lainnya 

ANCAMAN  BAG I  MASYARAKAT ADAT
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yang melanggar batas tanah mereka, suku-suku yang terisolasi tersebut sangat 

rentan terhadap penyakit dari luar yang kekebalan alaminya belum mereka miliki, 

misalnya flu, campak, atau bahkan salesma, yang kadang-kadang menyebabkan 

epidemi serius dan kematian masal. Mengingat keterisolasian mereka, kelompok 

tersebut juga sangat rentan terhadap penindasan oleh orang-orang yang ingin 

mengeksploitasi tanah mereka secara ilegal, dan tidak ada pertolongan ketika 

hutan mereka dihancurkan atau dirusak.33 

Meskipun menghadapi ancaman dalam mempertahankan lahan dan hak mereka, 

masyarakat adat dan masyarakat setempat akhir-akhir ini telah melakukan langkah 

maju untuk menjamin penguasaan tanah dan dalam memperoleh pengakuan atas 

hak-haknya.34 Isu ini menarik karena masyarakat tersebut mengatur dan berhasil 

mendapat perhatian dunia atas jasa besar yang mereka berikan serta ancaman 

yang mereka hadapi. Pada 2016, Pengadilan Pidana Internasional (The International 

Criminal Court) mengumumkan bahwa kerusakan lingkungan dan perampasan 

lahan dapat dituntut sebagai kejahatan atas umat manusia, meskipun belum 

ada kasus yang terdengar.34,35 The International Land and Forest Tenure Facility 

mendukung Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atas upayanya memperoleh hak 

milik atas 1,5 juta hektar tanah di Indonesia.36 Di Peru, inisiatif berbagai pemangku 

kepentingan menjamin hak milik atas lebih dari 560.000 hektar dan meningkatkan 

perlindungan terhadap daerah-daerah yang dihuni oleh masyarakat adat yang 

terisolasi secara sukarela.36 Atas upaya yang menonjol, masyarakat Guanoche 

Afro-Kolombia menerima hak milik atas tanah mereka di Kolombia, dan hak atas 

tanah masyarakat adat maupun masyarakat Afro-Kolombia diakui secara tegas 

dalam Perjanjian Perdamaian negara tersebut.37 Pada 2016, masyarakat Munduruku 

di Brazil telah mencegah pembangunan salah satu dari tujuh rencana bendungan 

di Amazon Basin yang akan menggenangi tanah adat mereka.37 Kemajuan ini 

menunjukkan bahwa masyarakat adat sangat serius mendaptakan pengakuan atas 

martabat yang sudah melekat pada mereka, dan atas kontribusi mereka terhadap 

kesejahteraan alam semesta kita.

Pada 2016, 
masyarakat adat  
termasuk 40 
persen korban 
kekerasan 
terhadap pegiat 
lingkungan di 
seluruh dunia.
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Pertemuan untuk perjanjian lingkungan dan pembangunan telah 

menumbuhkan keinginan baru untuk menjamin penguasaan tanah bagi 

masyarakat adat.12,38 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 

Development Goals - SDGs) merupakan sekumpulan tujuan yang terdiri dari 17 

tujuan oleh seluruh anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 

yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan serta menjamin 

seluruh manusia dapat menggunakan potensi mereka secara bermartabat dan 

sederajat dan berada di lingkungan yang sehat.38 SDG 1 menyebutkan secara 

tegas terjaminnya kebutuhan hak penguasaan.39 Sementara itu, Perjanjian 

Paris tentang Perubahan Iklim menuntut negara-negara untuk berkomitmen 

mengurangi emisi karbon mereka dalam rangka membatasi kenaikan suhu 

global abad ini hingga di bawah 2° Celsius. Pemerintah memerlukan tanah adat 

sebagai penyimpanan karbon dalam memenuhi janji nasional mereka untuk 

mengurangi emisi karbon.12 Komitmen untuk menghentikan penggundulan 

hutan pada 2030 (the New York Declaration on forests), memulihkan 150 juta 

hektar hutan yang rusak pada 2020 (Bonn Challenge), dan menghentikan 

hilangnya keanekaragaman hayati pada 2020 (Aichi Biodiversity Targets) 

telah membantu menekankan pentingnya penjaminan hak penguasaan bagi 

masyarakat adat.12,40,41 Kemajuan terhadap terpenuhinya sejumlah tujuan 

global tersebut saat ini jauh dari apa yang diinginkan, dan langka serius dan 

tegas diperlukan oleh pemerintah nasional untuk mencapai tujuan tersebut.12 

Agar potensi hutan dapat sepenuhnya digunakan untuk solusi iklim dan 

pembangunan berkelanjutan serta tempat perlindungan keanekaragaman 

hayati, masyarakat adat perlu diakui dan dilibatkan sebagai mitra sejati dan 

agen aktif kepengurusan hutan dan mitigasi iklim.

MASYARAKAT ADAT,  TUJUAN  PEMBANGUNAN  BERKELANJUTAN , 
DAN  KOMITMEN  L INGKUNGAN  H IDUP GLOBAL
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